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Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan 
terhadap hal, pertama adalah bagaimana implementasi normatif yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan artikel 53 United Nations Conference of 
The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 kedalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, menganalisis bagaimanakah urgensi 
pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) rute Timur-Barat jika akan 
diterapkan dan diberlakukan di Indonesia. 
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui 
pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah dan dokumen 
lain yang mendukung serta dikumpulkan pula melalui pengumpulan bahan hukum 
yang berbasis elektronik seperti melalui internet. Bahan tersebut kemudian diolah 
dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu, teknik 
analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganilisis 
berdasarkan pengajuan premis mayor dan premis minor. 
Berdasarkan pada pembahasan, hasil penelitian menunjukkan simpulan 
bahwa Indonesia telah secara tegas mengimplementasikan ketentuan artikel 53 
UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
walaupun pengaturan tersebut lebih bersifat pada pemahaman bahwa penentuan 
alur laut kepulauan yang ada dan ditetapkan di Indonesia merupakan alur laut 
kepulauan yang sudah lengkap. Hasil penelitian juga menunjukkan dibutuhkan 
suatu pemenuhan jalur alur laut kepulauan di Indonesia dengan 
pengimplementasian ALKI rute Timur-Barat. 
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This research aims to describes and determines the problems of, the first 
is how is the normative implementation commited in Indonesia’s regulation act 
that come into force by now to the provisions of article 53 of  UNCLOS 1982. The 
second purpose is to analyze how is the urgency of forming an East-West route of 
Indonesia Archipelagic Sea Lane if it will be designated and implemented in 
Indonesia. 
This research is a normative legal research, that is prescriptive which 
using legal materials as the source, either in the form of primary legal materials 
and secondary legal materials. Further legal material collection techniques in 
this research is using the literature studies by collecting the legal materials 
derrives from the statutes, books, scientific law articles and other relevant 
documents and also collects the legal materials by using electronic based 
material, such as internet. Furthermore, those legal materials be treated and 
analyzed and had been used to answers the studied issues. In addition, this 
research used analytical techinique which is using deductive syllogism analyzed 
techinique with the submission of major and minor premise. 
Based on this research, the conclusions of the research showed that 
Indonesia has firmly implement the provisons of article 53 of UNCLOS 1982 in 
the applicable regulation in Indonesia, although those arrangements are largely 
understand as the Indonesian Archipelagic Sea Lanes that has been determined is 
a fully designation sea lanes commencement. This research conclusion also 
showed that Indonesia still needs to complete the designation of Indonesia 
archipelagic sea lanes which would be completed through the designation of the 
East-West route of the Indonesia archipelagic sea lanes. 
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